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WAUKOTA LHOKSEUMAWE 

PROVINS! ACEH 

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE 

NOMOR 10 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PENETAPAN RENCANA STRATEGJS PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE 

TAHUN 2023-2026 

WALIKOTA LHOKSEUMAWE, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 2 3  ayat ( 1 )  dan 
ayat (2) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2017  
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah entang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
serta Tata Cara Peru bahan Ren can a Pem bangunan J angka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahu n 2022 ,  
perlu Menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang 
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota 
Lhokseumawe Tahun 2023-2026; 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200 1  tentang Pembentukan Kota 
Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001  
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

• Nomor 4109 ) ;  ·  
2 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVI D- 
19 )  dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Repub lik Indones ia Tahun 2020 Nomor 87, Tambah n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sist im 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repub l ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor l 04 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 442 1  ) ;  
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4.  Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Ac h (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633) ·  

5 .  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;  

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;  

7 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 
244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tcntang Perubahan Kedua 
Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang 
Pem rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 0 1 5  Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Repub l ik 
Indones ia Nomor 5679);  

8. Undang-Undang Nornor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta I erja 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2020 Nomor 245,  
Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 6573 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang 
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2001 t ntang Pembentukan Kata Lhoks umawe (Lembaran 
Negara Repub1 ik Indonesia Tahun 2002 Nornor l l 6 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);  

l  0.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2 0 1 6  tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 
l 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomor 
5888), sebagairnana telah diubah <lengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2 0 1 9  ten tang perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2016  tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 187 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ·  

1  l .  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2020 Nomor 10 ) ;  

l  2 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  ten tang 
Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata 
Cara Perubahan R ncana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerin tah Daerah (Serita Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 1 3 1 2 ) ;  
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1 3 .  Peraturan Menteri Dal m Ncgeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9  ten ang 
lasifikasi I odefikasi, dan Nomenklatur Perencan an 

Pembangunan dan K uangan Da rah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 1 47L 

1 4 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2 0 2 1  tentang 
Penerapan Standar Pela anan Minimal (Serita N gara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 2 1  Nomor 1 4 1 9 ) ·  

1 5 .  Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minvak dan Gas Bumi 
dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali,  teral hir dengan Qanun Aceh Nomor 1 

Tahun 2 0 1 8  tentang P rubahan Ketiga Atas Q an u n  Aceh Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana 
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi 
l h u s u s ,  (Lembaran Aceh Tahu n 2008 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Aceh Nomor 1 0 2 ) ·  

1 6 .  Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2 0 1 2  tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  Aceh Tahun 2 0 1 2 - 2 0 3 2 .  
(Lembaran Aceh Tahun 2 0 1 2  Nomor 9 ,  Tambahan Lembaran Aceh 
Nomor 9);  

1 7 .  Qanun Aceh Nomor 1 9  Tahun 2 0 1 3  tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Aceh Tahun 2 0 1 3  -  2 0 3 3 ,  (Lembaran Aceh Tahun 2 0 1 3  
Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Aceh Nomor 6 2 ) ;  

I  8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2 0 1 9  tentang 
Petunjuk Teknis Pengclolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak 
dan Gas Bumi  dan Penggunaan O onomi Khusu (Serita Daerah 
Aceh Tahun 2 0 1 9  Nomor 23,  Tarnbahan Lembaran Aceh Nomor 
2 3 ) ;  

l  9 .  Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2 0 1 9  tentang 
Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada 
Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2 0 1 9  Nomor 95) · 

20.  Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana 
Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 
2022 Nomor 6 ) ;  

2 1 .  Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2 0 ] 4  t.entang Rencana 
Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2 0 1 2 - 2 0 3 2  
(Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014  Nomor 1 ,  

Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseurnawe Nomor 8 2 ) ·  

2 2 .  Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 20 1 4  tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseurnawe Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokscumawe Tahun 2 0 1 4  
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah I ota Lhok curnawe Nomor 
85);  

2 3 .  Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2 0 1 6  tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseurnaw T hun 2 0 1 6  
Nomor 9, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Lhokseumaw Nomor 
1 0 9 ) ·  
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Menetapkan 

24. Peraturan Walikota Lhokscurnawc Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan I ota Lhokseurnawe Tahun 2023-2026 
(Berita Daerah I ota Lhokseumawe Tahun 2022 Nornor 6 
Tambahan Lembaran Daerah Kata Lhokseurnawe Nomor 729) · 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 1 OTA LHOl(SEUMAWE 
TAHUN 2023-2026. 

BAB J 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini ang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah daerah Ko a Lhokseumawe; 

2 .  I  ota adalah 1 ota Lhokseumawe; 

3.  P merintahan Daerah Kota yang selanjutnya disebut 
Peemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan 
Pernerintah ang dilaksanakan o]eh Pemerintah Kata 
Lhokseurnawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota 
Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan 

• 

masin -rnasing; 

4 .  Pemerintah Da rah Kota ) ang selanjutnya disebut 
P merintah Kota adalah unsur pen) elenggara pemerintahan 
Kota Lhokseurnawe ang terdiri atas Walikota Lhokseurnaw e 

dan Perangka Da rah Kota Lhokseurnaw e;  

5 .  WaJikota adalah Walikota Lhokseumawe· 

G .  Perangkat Daerah I o ta yang selanjutnya disebut P rangkat 
Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRl , Dinas 
Badan, Sekr tariat Lembaga l eistimewaan Kata 
Lhokseumaw , Kecamatan di Lingkungan Pcm rintah Kora 
Lhokseumawe; 

7 .  Pemangku kepentingan adalah pihak ang langsung atau 
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari 
perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan d erah antara 
lain unsur DPRD,  TNI,  POLRI K jaksaan akadernisi, 
LSM/Ormas ,  tokoh rnasyarakat dun i  u  aha/inve tor, 
p merintah pusat, pemerintah provinsi kabupat n/kata, 
dan kelurahan serta l et rwakilan p r mpuan dan kelornpok 
m syarakat rentan t rmarjinalkan; 

8.  Rencana P mbangunan .Jangka P njan Kota Lhoks urnawe 
Tahun 2005-2025 ) ng 1 nju tnya di  bu RPJ Kot 
adalah dokurnen Percncs mum Pcmbangun n Kota 
Lhok eurnawe untuk p riod 20 (dua puluh) tahun t  rhitung 

jak T h u n  2005 sarnpai d n c. n T hun  2025· 
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Per -nc inn:  1 1  p  rnbr ngunan D e  rah adalah suatu proses untuk 
nu r u - n t  uknn kel ij I an  mas: dept n , m la lu i  uru t  n pil ihan, 
y n 1 1 g  mcl iba tk  i  n b  .rbagai un ur p mangku k pentingan, guna 

penumfuutnn c lan p n aloka ion surnber da -a ang ada dalarn 
j ngl« , al  tu t irt ntu di Da ·rah; 

l <' cann m bangunan l ota Lhok eumaw Tahun 2023-2026 
, ,rng s . lanjutn a d is  but dcngan RPI< Lhokseurnawe Tahun 

20 , -202() dalah dokurnen Perencanaan Pernbangunan Kota 
Lhok eurnawe untuk priode 4 (empat) tahun tcrhitung sejak 
'l'c h u n  2023 sarnps i  dengan Tahun 2026; 

1 1 .  R  .ncana Kcrja Pcmbangunan Kota ang selanjutnya disingkat 
Rl Pl� adalah dokumcn perencanaan daerah untuk periode l 
(sntu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan 
tahunan da rah; 

1 2 .  I� ncana trat gi Pcrangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang 
elanjutny a disebu Renstra PD Tahun 2023-2026 adalah 

Dok um n Per ncanaan S kr tariat Daerah, Sekretariat DPRK, 
Din s, Lernbaga T knis Da rah dan Lembaga Daerah untuk 
priode 4 (empat) tahun, t rhi tung scjak Tahun 2023 sampai 
d ngan Tahun 2026 yang mcngacu kepada RPK Kota 
Lhokseurnaw Tahuri 2023-2026;  

1 3 .  R  ncana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
R nja Pcrangkat Daerah ada]ah dokumen perencanaan 
Pcrangkat Daerah untuk periode 1 {satu) tahun ; 

1 . An garan P ndapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya 
disingkat APBJ adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

ang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

l 5 .  K bijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adaJah 
dokumen yang m muat kebijal an bidang pendapatan, belanja, 
dan pernbiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 
p riod l (satu) tahun ;  

1 6 .  Kerangka rcgulasi adalah sekurnpulan pengaturan yang 
diterbitkan ol h Pemcrintah Daerah Kora dalam b ntuk 
peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil 
p mbangunan, s bagai bagian int gral dari upaya 
pembangunan daerah secara utuh ;  

17 .  J  rangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan 
barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai 
tujuan pembangunan da rah; 

18 .  Kcrangka Pendanaan adalah analisis pcngelolaan keuangan 
Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana ) ang 
digunakan da lam pembangunan, optimalisasi penggunaan 
sumber dana dan peningkatan kua litas belanja dalarn 
mem biayai penyelenggaraan p merintahan Dacrah: 

19 .  lsu Strategis adalah kondisi atau ha1 yang harus 
diperhatikan atau dik d pankan dalarn p rencanaan 
pernbangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi 
Daers h d ngan karakteristik b rsifat p nting ,  mendasar, 
m ndesak berjangka menengah/ panjang, dan menentukan 
pencapaian tujuan p ny Jeng araan p merintahan Daerah di 
masa ang akan datang: 
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20.  Strategi adalah langkah b risikan program-program sebagai 
prioritas pembangunan Daerah/P rangka Daerah untuk 
mencapai sasaran; 

2 l .  Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambi1 ol h 
Pemerintah Daerah Kota untuk men apai tujuan; 

22 .  Program adalah p njabaran kebijakan Perangkat 
Daerah da1am bentuk upaya .) ang berisi satu atau lebih 
k giatan dengan menggunakan sumber da a -ang 
disediakan untuk mencapai hasil rang terukur sesuai 
dengan tugas dan fungsi; 

23 .  Kegiatan Perangkat Daerah ada1ah scrangkaian aktivitas 
pembangunan ang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk mengha i lkan k luaran (output) da lam rangka 
mencapai hasil  (outcome) suatu program; 

2 4 .  Bersifa indikatif adalah bahwa data dan informasi, ba i l  
tentang sumb r da a yang d ip rlukan maupun keluaran dan 
dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya 
merupakan i n d i k a  i  yang 1 endak dicapai dan tidak kaku; 

25.  Kinerja adalah capaian 1 eluaran/ha i l/dampak dar i  
k giatan/program/sasarnn hubungan dcngan penggunaan 
sumber daya pembangunan ;  

2 6 .  lndikator kin rj dal h  tanda /ang berfungs i bagai alat 
ukur p n paian kin rja uatu kcg iatan, program a au 
sasaran dan tuju n d 1 m bentuk keluar n (outpu ) t  hasil 
(outcom ) ,  darnpak (impact); 

27 .  tandar P lavanan Min imal ang selanjutnya 
dis ingkat SPM ada lah k t  n uan t ntang j nis dan mutu 
pelaj anan da ar 1ang m rupakan uru an wajib da rah ang 
b rhak diperol ara m inima l ·  

28. a aran ada lah rumusan kondisi  ang 
m nggambarkan t rcapairr a tujuan b rupa hasil 
p e rn b a n g u n a n  Da rah/ P rangkat Da rah ang d iper  leh dari 
p ncapaian hasi l  (outcom ) program P rangka Da rah; 

29 .  K luaran (output )  ada lah ua tu  pr duk akhir b rupa bar 1  "  

a au ja a dari s rangkaian p r o ·  ta · u rn b  r  davr 
p rnbang nan a ar hasi l  (out  om ) dapa tcrwujud; · 

30.  H 

3 1 .  1 ·  giata 
a m s  dari 
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( I )  

(2) 

Pa al 2 

Ren. tr, D Tahun 2023 2026 m rupakan dokumen 
p r ncanaan Perangk Daerah untuk periode 4 tahun 
t  rhitung mulai Tahun 2023 ampai d ngan Tahun 2026. 

Rcnstm PD Tahun 2023-2026 s bagaimana dimaksud pada 
ayat ( l )  mendasarl·an pada RPK Lhokscurnaw e Tahun 2023- 
2026 .  

BAB I I  
RUANG LlNGKUP 

Pasal 3 

( 1 )  Ren tra PD Tahun 2023-2026 memuat:  
a. tujuan; 
b. sasaran: 

c. program dan kegiatan; 
d .  Jokasi kegiatan · 

indikator kin rja; 

f. kelornpok sa aran; dan 
g. pagu indika if dan prakiraan maju. 

(2) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada 
a at { 1)  menjadi pedoman daJam pen usunan Renja Perangkat 
Daerah. 

BAB 1 1 1  
SlSTEMATJJ A RENSTRA PD TAHUN 2023-2026 

PasaJ 4 

( 1 )  Sisternatika Rens ra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 d isusun s bagai berikut : 
B A B ]  PENDAHULUAN 
BAB 1 1  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
BAB I I I  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 
TUJUAN DAN SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
RENCANA PROGRAM DAN KEGJATAN SERTA 
PENDANAAN 
PENUTUP 

(2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana 
d imaksud pada a at { 1 )  tercantum dalam lampiran yang 
m rupakan bagian tidak terpi ahkan dari Peraturan Walikota 
rm. 

B AB I V  
PENGENDAL1AN DAN EVALUASI 

PasaJ 5 

Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 
melaksanakan pengendalian dan eva luas i terhadap p n usunan 
kebijakan Rcnstra PD Tahun 2023-2026 mula i  dari tahap 
pen usunan awal sarnpai dengan rancangan akhir 
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BAB V 

ERUBAHAN REN TRA 

P sal 6 

( 1 )  Tahun 2023-2026 dapa di lakukan ap bi la :  
a. t rds pat P rubahan atas P raturan Walikota l nlang 

R n ana P m angunan Ko a Lhokseumaw Tahun 2023- 
202 J ;  

h ·il p ng ndalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 
rum u an tidak uai d ngan tahapan dan tata 

ara p nyusun n p m ngunan daerah 
· b gairnana peraturan p rundang- 
und ngan; 
ha ii p ngcndalian dan evalua i  meriunjukkan bahwa 
substan i  ang dirurnu kan tidal s uai d ngan 
p ra uran p rundang-undangan; 

d .  t  rj di  p rubahan -ang mendasar, mencakup antara 
lain t  rjadinya ben ana alam goncangan politil krisis 

konorni,  konflik o ial buda a gangguan k amans n ,  
pernek ran D rah atau p rubahan kebijakan nasional ;  
m rugikan k p n ingan n sional, yaitu pabila 
bert n tangan d ng n k bijakan na ional .  

(2) D lam re ngka ri ktifitas Perubahan PD Tahun 2023-2026 
agaim na dim l  ud pada a) a ( ] )  hur f  b dan huruf  

tidak dapat d i l  kukan apabila sisa m sa berlal u Rens ra PD 
Tahun 2023-2026 kur  ng dari 2 (dua) Tahun.  

BAB VI 
1-..ET I  NTUAN PENUTUP 

Pa al 7 

P r turan Walikota in i  mu l  i  b r laku pada tanggal d iundangkan.  

Agar s t iap rang m ng ta uinya,  m m rintahkan pengund ngan 
P r turan Walikota i n i  cl gan p n mpata n a dalarn B rita 
Da r h I o ta Lh kscurnaw .  

Diundan k  n  d i  Lhoks u m  \\' 
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